LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN MAGELANG
Nomor : 3 Tahun 2009

PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
NOMOR 3 TAHUN 2009

TENTANG
RETRIBUSI PASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGELANG,

Menimbang : a. bahwa pasar merupakan aset Daerah sebagai
salah satu potensi Daerah yang mempunyai peran
cukup penting dalam rangka peningkatan
kemampuan Daerah dan kesejahteraan
masyarakat;

b. bahwa dengan diberlakukannya Peraturan Daerah
Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Pasar
dan dalam rangka mendukung peningkatan
pengelolaan pasar yang terencana, terpadu,
teratur dan tertib, maka perlu diatur retribusi atas
pelayanan pasar;
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Mengingat
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c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

tersebut pada huruf a dan huruf b perlu
membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi
Pasar.

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang

4.

Pembentukan Kabupaten-Kabupaten dalam
Lingkungan Provinsi Jawa Tengabh;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang
Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1981 Nomor 776 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3209);

Undang — Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan
Undang — Undang Republik Indonesia Nomor 34
Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang —
Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4048) ;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor
47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Republik Indonesia Nomor 4286);
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Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang
Pembentukan Peraturan  Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4389);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggungjawab
Keuangan Negara ( Lembaran Negara Republik
Indonesia Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Republik Indonesia Nomor 4400 );

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
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Undang—Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat
dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4438);

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982
tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah
Tingkat 1l Magelang dari Wilayah Kotamadya
Daerah Tingkat Il Magelang ke Kecamatan Mungkid
di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat Il Magelang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Republik
Indonesia Tahun 1982 Nomor 36);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983
tentang Pelaksanaan Hukum Acara Pidana
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983
Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3258);

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001
tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4139);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 200§
tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4575);

14.

15.

16.

17.

18.

19.
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Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Republik Indonesia
Nomor 4578);

Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang
Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan
Peraturan Perundang-undangan;

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat I
Magelang Nomor 5 Tahun 1988 tentang Penyidik
Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Daerah Tingkat Il Magelang (Lembaran
Daerah Kabupaten Daerah Tingkat Il Magelang
Tahun 1988 Nomor 12 seri D Nomor 12);

Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 10
Tahun 2004 tentang Mekanisme Konsultasi Publik
(Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II
Magelang Tahun 2004 Nomor 17 Seri E Nomor 9);

Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 2
Tahun 2006 tentang Tata Cara Pembentukan
Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Magelang Tahun 2006 Nomor 11 Seri E Nomor
7);

Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 23
Tahun 2008 tentang Pengelolaan Pasar
(Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun
2008 Nomor 23);
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20. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7
Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Magelang Tahun 2008 Nomor 7).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG

dan
BUPATI MAGELANG

MEMUTUSKAN

PERATURAN DAERAH TENTANG
PASAR.

RETRIBUSI

BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud :

1.
2.

Daerah adalah Kabupaten Magelang.

Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai
unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

Bupati adalah Bupati Magelang.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat
DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Magelang.

10.

11.
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Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang
Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan
yang berlaku.

Retribusi daerah, yang selanjutnya disebut retribusi adalah
pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian
izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan Pemerintah
daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.

Retribusi Pasar adalah pungutan daerah sebagai pelayanan atas
penyediaan/ pemberian fasilitas dalam kegiatan dalam wilayah
pasar dan/ atau pemberian Surat Keterangan Hak Pakai Tempat
Dasaran.

Surat Keterangan Hak Pemakaian Tempat Dasaran yang
selanjutnya disingkat SKHPTD adalah Surat Keterangan Hak Pakai
Tempat Dasaran.

Retribusi jasa umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan
atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan
dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi
atau badan.

Retribusi perijinan tertentu adalah kegiatan tertentu pemerintah
daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau
badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan,
pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang,
penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana tau
fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga
kelestarian lingkungan.

Wajib Retribusi adalah orang pribadi dan atau badan yang menurut
Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk
melakukan pembayaran retribusi.
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14.

15.

16.

17.

18.
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Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat
SPTRD adalah merupakan formulir yang harus diisi oleh para
pedagang kios/los pasar sebagai bahan dalam penetapan besarnya
retribusi.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD
adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah
retribusi yang terutang.

Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD
adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi
administrasi berupa bunga dan atau denda.

Surat Ketetapan Setoran Bulanan yang selanjutnya disingkat SKSB
adalah surat yang berfungsi sebagai tanda bukti pembayaran
retribusi bulanan.

Kedaluarsa adalah suatu alat untuk memperoleh sesuatu atau
untuk dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya suatu
waktu tertentu dan atas syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-
Undang;

Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau
Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi tugas wewenang
khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan.

Penyidikan tindak pidana adalah serangkaian tindakan penyidik
dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam peraturan
perundang-undangan yang berlaku untuk mencari serta
mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang
tindakan pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
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19. Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil
tertentu dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang yang
diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan
penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah yang memuat
ketentuan pidana.

BAB Il
NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI
Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pasar dipungut retribusi bagi setiap orang atau
badan yang memanfaatkan/ mendapatkan fasilitas di wilayah pasar dan/
atau memperoleh pelayanan pemberian SKHPTD.

Pasal 3

Obyek Retribusi adalah setiap pelayanan penyediaan fasilitas
yang dimiliki dan/ atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

pasar

Pasal 4
Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan
fasilitas pasar yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
BAB Il
GOLONGAN RETRIBUSI
Pasal 5
(1) Retribusi Pasar digolongkan dalam Retribusi Jasa Umum.

(2) Retribusi Izin Pemakaian Tempat Dasaran digolongkan dalam
Retribusi Perizinan Tertentu.
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